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PUTUSAN
Nomor 1549/Pdt.G/2016/PA.Tmk
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
putusan perkara cerai talak antara:

XXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan
S1, tempat kediaman di XX Kota Tasikmalaya, dalam hal ini
memberikan kuasa khusus kepada SAHAL AYNAN, SH., Advokat
/ Penasehat Hukum yang berkantor di JI. Asrama Nyantong,
Gang Pemuda No. 82 Rt. 02 Rw. 07,Kelurahan Kahuripan,
Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya berdasarkan surat
Kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2016 yang telah didaftar
dalam Register Kuasa Nomor 1719/Reg.K/2016/PA.Tmk. tanggal
14 Oktober 2016, sebagai Pemohon;

Melawan

XXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di XX Kecamatan XXX Kota Cimahi,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-
bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Oktober
2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan
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Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1549/Pdt.G/2016/PA.TmK,

tanggal 14 Oktober 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon
pada tanggal 24 bulan Juli tahun 2016 dihadapan Pejabat Kantor Urusan
Agama Kecamatan, sebagaimana ternyata dengan Kutipan Akta Nikah No.
XX tertanggal 24 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kec. XXX;
2. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan
rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang telah
berlangsung kurang lebih 3 bulan dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa akan tetapi sejak 28 Juli 2016 rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi pertengkaran terus
menerus yang susah untuk didamaikan dan sampai sekarang telah berpisah
rumah kurang lebih dua bulan lamanya;
4. Bahwa sering terjadinya pertengkaran tersebut disebabkan sudah tidak
ada saling pengertian karena pemohon sudah tidak sanggup lagi
bertanggung jawab;
5. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah
tangga dengan Termohon;
6. Bahwa usaha untuk menyelesaikan keadaan rumah tangga antara
Pemohon dengan Termohon sudah dilakukan dengan meminta bantuan
keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa kerukunan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga untuk
mencapai kehidupan rumah tangga yang tentram dan sejahtera sudah tidak
mungkin dapat terwujud;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon dengan hormat
sudilahkiranya Pengadilan Agama Kota di Tasikmalaya berkenan untuk
memeriksa dan menjatuhkan putusan/penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk ikror
menjatuhkan thalak terhadap Termohon (XXX);

3. Biaya perkara menurut hukum;
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Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasakan kepada
kuasa hukum SAHAL AYNAN, SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang
mengambil domisili di JI. Asrama Nyantong, Gang Pemuda No. 82 Rt. 02 Rw.
07,Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2016, dan telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor
1719/Reg.K/2016/PA.Tmk. tanggal 14 Oktober 2016;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut
diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang
bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon
hadir secara in person ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha
semaksimal mungkin pada setiap kali persidangan mendamaikan para pihak
agar rukun kembali dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak
berperkara Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon
untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk
menunjuk Fakhrurazi, S.Ag, MH sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini
maka ditunjuklah oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan mediator
Fakhrurazi, S.Ag, MH Penetapan  Majelis Hakim  Nomor
1549/Pdt.G/2016/PA.Tmk. tanggal 20 Desember_2016;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 20
Desember 2016, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Pemohon
dengan Termohon melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai, proses
mediasi untuk perceraian gagal, akan tetapi ada kesepakatan akibat perceraian
yaitu untuk nafkah selama masa iddah Rp. 2.250.000,-, nafkah madiyah Rp.
2.250.000,- dan muth’ah berupa seperangkat pakaian; .

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat
permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan
oleh Pemohon dengan memberikan tambahan bahwa Pemohon sanggup
memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah Rp. 2.250.000,-,
nafkah madiyah Rp. 2.250.000,- dan muth’ah berupa seperangkat pakaian,
sebagaimana hasil mediasi;
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Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah
memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerima dan
mengakui seluruh posita Pemohon, dan tidak keberatan bercerai dengan
Pemohon, dan tidak keberatan atas kesanggupan Pemohon atas akibat
perceraian ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

a. Fotokopi KTP atas nama XXX (Pemohon) Nomor
3278020208890002 Tanggal 25 Agustus 2012 yang dikeluarkan
oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XX Tanggal 24 Juli 2016 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda
P.2;

Bahwa atas bukti tertulis tersebut Termohon menyatakan menerima dan

tidak keberatan;
B. Saksi:

1. XX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat
kediaman XXX, Kota Cimahi, dibawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki
hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada
24 Juli 2016;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum
dikaruniai keturunan;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
lebih sejak awal nikah, sudah tidak rukun lagi sering terjadi
pertengkaran;
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- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon
tersebut tidak pernah dilihat langsung, akan tetapi diketahui hal
tersebut dari pengaduan Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan
karena Pemohon tidak bertanggung jawab sebagai suami;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah
pisah rumah sejak satu minggu setelah menikah sampai dengan
sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah
tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada
harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. XXX, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat
kediaman di XXX, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki
hubungan dengan Pemohon sebagai ayah tiri Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami
isteri yang sah yang menikah pada 24 Juli 2016;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan
Termohon belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran awal menikah yang mengakibatkan antara Pemohon
dan Termohon sudah pisah rumah sejak satu minggu setelah
menikah sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara
Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon
tersebut tidak pernah dilihat langsung, akan tetapi diketahui hal
tersebut dari pengaduan Pemohon;
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- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan
pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena
Pemohon tidak bertanggung jawab sebagai suami;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon
dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada
harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya
lebih baik bercerai;
Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Termohon menyatakan
menerima dan mengakuinya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu alat bukti di
persidangan dan mencukupkan dengan bukti dari Termohon;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang
pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang
mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya
tetap pada jawaban dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Pemohon tertanggal 10 Oktober 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor
1719/Reg.K/2016/PA.Tmk. tanggal 14 Oktober 2016, ternyata telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor
6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula
memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan
ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan
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bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah
sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa
Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat
profesional;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum
Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati
Pemohon dan Termohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga
dengan rukun dan harmonis, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung
RI No 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian
melalui jalur mediasi akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus
segara diputuskan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan
di persidangan adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawabannya ternyata Termohon telah
mengakui seluruh dalil-dalil posita Pemohon dan menyatakan tidak keberatan
bercerai dengan Termohon dan oleh karena Pengakuan itu merupakan suatu
bukti yang sempurna (aveu pur et simple) dan mengikat, maka berdasarkan
Pasal 174 HIR, Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa seluruh posita
Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dan

pendapat Ulama Figih dalam Kitab al-Bajuri Juz Il hal 334 yang berbunyi :

oy Vg a4 58l Lo ao) a ade ool Loy L8l olo

Artinya : “Apabila Termohon membenarkan / mengakui dakwaan terhadap
dirinya, maka hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan
tersebut”.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui seluruh dalil-
dalil Pemohon akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian,
maka berdasarkan asas lex specialis, Pemohon tetap dibebankan untuk
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mengajukan alat bukti dipersidangan dan sesuai dengan Pasal 76 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang
Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk mengajukan saksi-saksi di
persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan alat bukti di
persidangan dan mencukupkan dengan bukti dari Pemohon, maka untuk
memutus perkara ini, Majelis Hakim cukup dengan mempertimbangkan bukti-
bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemnazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama Pemohon,
sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemnazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon
dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal
165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en
bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat
Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1
Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai hubungan
Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon, adalah fakta yang tidak pernah dilihat langsung, akan tetapi
diketahui hal tersebut dari pengaduan Pemohon dan relevan dengan dalil yang
harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat
Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2
Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan
Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon, adalah fakta yang tidak pernah dilihat langsung, akan tetapi
diketahui hal tersebut dari pengaduan Pemohon dan relevan dengan dalil yang
harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2
Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon
bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang
menikah pada tanggal 24 Juli 2016 di Kecamatan XXX;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon
rukun namun belum dikaruniai keturunan;
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4, Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal
nikah hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisin dan
bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon disebabkan karena Pemohon tidak bertanggung jawab sebagai
suami;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara
Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak satu minggu setelah
menikah dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan
tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana
layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak
keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon
dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena
Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan
Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan
Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam
rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon
bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri
yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak
rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4, Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan
Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah
(marriage breakdown) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan
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Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar
tweespalt);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat

mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon
bertempat tinggal di wilayah vyuridiksi Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo.
pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat
(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah
dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-
undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai
hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa
perkawinan dalam perkara ini (persona standi in judicio), dan perkara ini
menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun
dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4, Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan
Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap
bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada
harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt), sehingga
tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah,
warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana
dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;
6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah
tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan
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untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar
dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada

mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Figiyah;

) la Ao adla duldal) ¢ 50

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

7. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah
tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian
sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan
catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum
pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan
dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118
Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan
Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu
raji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya;

Menimbang bahwa talak raji merupakan talak yang dijatuhkan oleh
seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum
dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan
bilama mana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat
hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
206 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan
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Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Pemohon
dengan Termohon telah terjadi hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan
perceraian dalam perkara Aquo dikehendaki oleh Pemohon, maka sesuai Pasal
149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Pemohon wajib
memberikan muth’ah kepada bekas istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Pemohon
dengan Termohon telah terjadi hubungan suami isteri (ba’'da dukhul) dan
terbukti dipersidangan Termohon tidak berlaku nusyuz, maka sesuai Pasal 149
huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib memberikan
nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Pemohon
wajib memberikan nafkah selama masa pernikahan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Pemohon sanggup
memberikan kepada Termohon muth’ah berupa seperangkat pakaian, nafkah
selama masa iddah Rp. 2.250.000,-, dan nafkah madiyah Rp. 2.250.000,- dan
Termohon menerimanya;

Menimbang, bahwa oleh karena kesanggupan Pemohon pada dasarnya
adalah sebuah janji, sehingga karenanya Majelis Hakim perlu memerintahkan
kepada Pemohon untuk memenuhi janjinya, sebagaimana dalil al Qur'an surat
Bani ISrail ayat 34 yang artinya : “Penuhilah janji-janjimu tiu, sesungguhnya
janji tersebut akan dipertanggung jawabkan di kemudian hari’, dan
memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar seluruh kesanggupannya
tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada
pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;
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Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon ( XXX) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i
terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya;

3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XX Kota Tasikmalaya dan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota
Cimahi untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

a. Mut'ah yaitu berupa seperangkat pakaian ;

b. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp. 2.250.000,- ( dua
juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

c. Nafkah lampau ( Madhiyah) seluruhnya sejumlah Rp. 2.250.000,- ( dua
juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh kami Asep Ridwan
Hotoya,S.HI.,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Supian Daelani, S.Ag., MH. dan
Ahmad Rifai, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan
dibantu oleh Uun Unamah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;
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Hakim Anggota Ketua Majelis
Supian Daelani, S.Ag., MH. Asep Ridwan Hotoya,S.HI.,M.Ag.
Hakim Anggota

Ahmad Rifai, S.HI.
Panitera Pengganti

Uun Unamah, S.Ag.

Perincian Biaya:
1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Proses : Rp. 40.000,-
3. Panggilan : Rp. 340.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. materai ] Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)
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